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BAB IIl
AGUNAN SEBAGAI SARANA

MENGATASI KREDIT MACET

A.1. Hubungan Agunan Dengan Kredit Macet

Sebaéaimana dijelaskan dalam bab II bahwa kredit
adalah kepercayaan vyang diberikan oleh bank kepada
seorang nasabah, melihat hal ini sudah barang tentu
pikiran kita mengarah pada bank, dimana bank tidak akan
memberikan pinjaman pada siapa pun juga tanpa adanya
jaminan atau agunan.

Adanya jaminan atau agunan di ‘'sini adalah sebagai
kepercayaan jika suatu saat kredit tidak sampai
terbayar, maka sudah barang tentu agunan atau jaminan
sebagai pengganti hutang yang tidak dapat terbayar. Di
sini logis kalau agunan erat hubungannya dengan kredit
macet.

Berpijak pada agunan atau jaminan untuk menutupi
hutang yang tidak dapat terbayar, maka tentunya ada
dasar hukum vyang dijadikan sebagai pedoman, hal ini
dalam KUH Ferdata dijelaskan pada pasal 1154-1136 yaitu:
Fasal 1154: “"Apabila si berutang atau si pemberi gadai

tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka
tidak diperkenankanlah si berpiutang memi-

liki barang vang digadaikan."



Fasal 1135:

Fasal 11356:

H
S ]

"Apabila oleh para pihak tidak telah diper-
janjikan lain, maka si berpiutang adalah
berhak Jjika si berutang atau si pemberi
gadai bercidera janji, setelah tenggang
waktu vyang ditentukan lampau, atau Jjika
tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu,
setelah dilakukan suatu peringatan untuk
membayar, menyuruh menjual barang gadai di
muka umum menurut kebiasaan—kebiasaan
setempat serta atas syarat-syarat yang lain
berlaku, dengan maksud untuk mengambil
pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga
dan biaya dari pendapatan penjualan
tersebut. Jika barangnya gadai terdiri atas
barang— barang perdagangan atau efek: Yang
diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka
penjualannya dapat dilakukan di tempat-
tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua
orang makelar yang ahli dalam perdagangan
barang—-barang itu."

"Bagaimanapun, apabila si berutang atau si
pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang
dapat menuntut di muka hakim supaya
barangnya gadai dijual menurut cara vang
ditentukan oleh hakim atas tuntutan si

berpiutang, dapat mengabulkan bahwa



barangnya gadai akan tetap pada si
berpiutang untuk suatu jumlahnya akan
ditetapkan dalam putusan hingga sebesar
utangnya berserta bunga dan biaya." (Prof.
R. Subekti, S.H. R. Tjitrosudibio).

Selain' dari adanya ketentuan hukum tentang
pencairan jaminan Jjika debitur cidera janji atau
wanprestasi/lalai, keterkaitan parate eksekusi dengan
jaminan disebabkan karena ketentuan dalam pasal 24 avat
(1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1967, bahwa bank umum
tidak memberikan kredit tanpa Jjaminan pada siépapun
juga. (Ali Ridlo Gozali, 1986, 65).

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi
prestasi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan
apa yang dijanjikannya, maka debitur tersebut dikatakan
"wanprestasi" ia "alpa" atau lalai atau ingkar janji.
(Frof. Subekti, S.H. 1991, 45). Ada tiga (3) bentuk
ingkar janji, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekalij

2. Terlambat memenuhi prestasij

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan dibedakannya ingkar janji
(wanprestasi) tersebut di atas, timbul persoalan apakah
debitur vang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunva
harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi

sama sekali? Dalam hal debitur tidak 1lagi memenuhi
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prestasinya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi
prestasi sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitur
masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan
terlambat memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi
prestasi dengan baik, maka ia dianggap tidak terlambat
memenuhi prestasi. Jika prestasinya masih dapat
diperbaiki dan jika tidak maka dianggap tidak memenuhi
prestasi sama sekali.

Ingkar janji (wanperstasi) membawa akibat vyang
merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut
debitur berkewajiban mengganti kerugian vyang timbul
sebagai akibat dari ingkar tersebut. Dalam hal ini,
debitur melakukan ingkar janji, sedang kreditur dapat
menuntut:

a. Femenuhan perikatan;g

b. Femenuhan perikatan dengan ganti rugij

c. Ganti rugi;

d. Pembatalan persetujuan timbal balik;

e. Fembatalan dengan ganti rugi. (R. Setiawan,

S.H. 1987, 18).

Selain tuntutan Ekreditur tersebut di atas jika
dalam perikatan tersebut berupa utang piutang dengan
menggunakan barang jaminan, maka kreditur mempunyai hak
menguangkan barang Jjaminan guna untuk menutup atau
melunasi ' hutang debitur yang memang sebelumnya sudah

disepakati. Dengan demikian, keterkaitan parate eksekusi
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dengan jaminan adalah sangat sulit untuk dipisahkan
karena adanya parate eksekusi ini sebab adanya barang
jaminan hkredit di mana kredit tidak bisa terbayar oleh
debitur sehingga kreditur mengambil jalan pencairan
barang jaminan sebagai upaya melunasi hutang debitur

vang semula sudah diperjanjikan.

2. Dasar Adanya Pencairan Jaminan

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1178 ayat 2
dasar keuangan kreditur untuk menjual adalah kuasa dari
pembeli hipotek kepada penerima/pemegang hipotek.
Kekuasaan ini diberikan dalam bentuk mutlak, sebab kalau
tidak maka kuasa' seperti itu dengan mudah dapat
dimentahkan oleh pemberi kuasa dengan menariknya
bembali.

Di samping itu, menurut para sarjana ada yang ber-
pendapat bahwa pemegang hipotek pertama/kreditur
bertindak sebagai kuasa penjual/debitur (pemberi
hipotek) dan pembeli lelang itu akan memperoleh haknva

atas barang yang telah dibelinya dari pemegang hipotek

3

sebagai kuasa penjual. (J. Satrio, 1993, 3I1-3I2).

5

Macam—Macam Eksekusi
Eksekusi dalam Hukum Acara Ferdata dapat dibedakan
menjadi tiga:

1. Eksekusi yvang diatur dalam pasal 196 HIR dan
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seterusnya di mana seorang dihukum untuk membayar
sejumlah uang.

Eksekusi vang diatur dalam pasal 225 HIR di
mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu
perbuatan.

Eksekusi riil.

Apabila seaorang enggan dengan sukarela memenuhi
bunyi putusan di mana ia dihukum untuk membayar
sejumlah uwang apabila sebelum putusan dijatuhkan
telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan
itu setelah dinyatakan sah. ¥kKemudian eksekusi
dilakukan dengan cara melelang barang—-barang milik
orang vyang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah
yang harus dibayar menurut putusan hakim dan
ditambah biaya sehubungan dengan pelaksanaan
putusan tersebut. (Ny. Retnowulan Sutantio,
Iskandar oeripkarta Winata, 1989, 123).

Namun Jjika sebelum eksekusi belum dilakukan
sita Jjaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan
menyita sekian banyaknya barang-—-barang bergerak,
dan jika tidak mencukupi maka boleh menyita
barang-barang tidak bergerak milik pihak vyang
dikalahkan sehingga cukup untuk membayar sejumlah
hutang beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan.
Sita Jjaminan di atas disebut sita eksekutorial.

(NY. Retnowulan Sutanto Iskandar Oeripkartowinano,
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19892, 123).

Eksekusi macam ini cara penjualan barang-—-barang
yang disita dilakukan diatur dalam pasal 200 HIR
vang pada pokoknya berisi :

a. Penjualan dilakukan dengan pertolongan kontan
lelang.

b. Fenyimpanan terhadap asas tersebut apabila
pelelangan dilakukan untuk membayar jumlah uang
vang kurang dari Rp 200,- boleh dilakukan oleh
Jjuru sita.

c. Urut-urutan barang vang akan dilelang ditunjuk
oleh orang yang kena lelang apabila ia mau.

d. Apabila jumlah vyang harus dibayar menurut
putusan dan biaya pelaksanaan putusan telah
dicapai, pelelangan segera dihentikan. Barang
selebihnya harus segera dikembalikan kepada
vyang kena lelang.

e. Pelelangan sebelumnya harus diumumkan menurut
kebiasaan setempat dan baru dapat dilakukan
delapan hari setelah penyitaan.

f. Apabila barang yang di lelang termasuk barang
yvang tidak bergerak. Maka diumumkan dua kali
dengan selang waktu lima belas hari.

g. Apabila barang yang di lelang itu benda tidak
bergerak vyang lebih berharga lebih . dari

Rp.1000,- maka harus diumumkan dalam surat
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kabar yang ada di kota itu, paling tidak empat
hari sebelum pelelangan.

Apabila harga lelang telah terbayar, maka hak
atas barang tidak bergerak segera beralih
kepada pembeli. Kepada para pembeli diberikan
tanda lunas.

Orang yang kenalelang, keluarganya serta sanak
saudaranya harus menyerahkan barang tidak
bergerak itu secara kosong kepada pembeli.
Apabila keluarganya enggan melakukan maka ketua
pengadilan membuat surat pengosongan dan
pengosongan dilakukan dengan paksa. (Ny. Ratno

Wulan Sutantio, Iskandar, 198%, 124).

Eksekusi ?ang diatur dalam pasal 225 HIR.

Pasal ini terletak dibagian ke enam dari HIR,

yang mengatur tentang "“Beberapa hal mengadili

perkara vang istimewa."Fasal 225 HIR.

ll

Jika seseorang dihukum akan melakukan suatu
perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam
waktu vang ditentukan oleh hakim, maka boleh
lah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim
itu, meminta kepada pengadilan negeri dengan
pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik
dengan lisan supaya kepentingan vyang akan
didapatkannya, jika keputusan diturut, dinilai

dengan uang yang banyaknya harus
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diberitahukannya dengan tentu, jika permintaan

itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus

dicatat.
Ketua mengumumkan perkara itu dalam
persidangan pengadilan negeri, sesudah

diperiksa atau dipanggil orang yang berutang
itu dengan patut, maka sebagaimana menurut
pengadilan negeri, permintaan itu ditolak atau
dinilai harga perbuatan yang diperintahkan,
tetapi vang tiada dilakukan itu, sebesar jumlah
yang dikehendahi pleh si peminta atau vyang
sebesar kurang dari itu, dalam hal jumlah itu
ditetapkan maka orang vyang berutang itu
ditetapkan, maka orang vyang berutang itu
dihukum akan membayar jumlah itu.

Fasal ini mengatur pelaksanaan putusan hakim di

mana seseorang dihukum untuk melakukan suatu

perbuatan, misalnya memperbaiki sesuatu yang telah

dirusak olehnya. Perbuatan semacam ini tidak dapat

dipaksa, seandainya pun ada penghukuman uang paksa

untuk tiap hari kelambatan memperbaiki, misalnvya

tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar

Rp.

10.000,~- apabila tergugat tidak mau melaksana-

kan, maka tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan.

Tidak dapat tergugat lalu dibawa ke kantor polisi

untuk di tahan, misalnyaj; tergugat disuruh untuk
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mengerjakan apa vyang harus ia kerjakan dengan
diawasi oleh yang berwajib.

Adapun menurut pasal 225 HIR yang dapat dila-
kukan adalah menilai perbuatan yang harus
dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang.
Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang
sebagai pengganti dari pekerjaan yang harus ia
lakukan berdasar putusan hakim. Sedangkan vyang
menilai besarnya penggantian ini adalah tketua
pengadilan negeri setempat.

Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa
putusan hakim yang semula tidak berlaku, maka
ketua Fengadilan Negeri mengganti putusan tersebut
dengan putusén yang lain.

Ferlu diketahui bahwa bukan putusan Fengadilan
Negeri saja, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi
dan Mahkama Agung sekali pun dapat diperlakukan
demikian.

Eksekusi Riil.

Ferihal ini tidak diatur dalam HIR pasal 200
ayat ke 11 yang mengatur lelang menyebut eksekusi
riil.

"Jika pérlu dengan pertolongan polisi, barang

tétap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh

orang vyang dijual barangnya, serta oleh sanak

saudaranya."



Fasal ini memberi petunjuk sedikit tentang bagai-
mana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan
dilakukan oleh juru sita apabila perlu dibantu
oleh beberapa anggota polisi atau anggota Folisi
Militer, apabila vyang dihukum untuk melakukan
pengosongan rumah itu misalnya, adalah seorang
anggota ABRI.

Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara baik
dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan,
oleh karena dalam prakteknya sangat diperlukan.

Pasal 1033 R.V. yang mengatur perihal eksekusi
riil berbunyi: Jikalau putusan hakim yang
memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak
bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum,
maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada
seorang jurusita supaya dengan bantuan alat
kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh
orang yang dihukum beserta keluarganya dan segala
epunyaannya. (Ny Retnowulan Sutrisno, Iskandar
Oeripkartowinoto, 1989:125).

Dalam masalah eksekusi riil ini kreditur dapat
menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, akan
tetapi jika debitur menolak, apakah kreditur dapat
memaksa debitur untuk memenuhi prestasinya, atau
dapatkah kreditur melaksanakan haknya dengan

mengusahakan sendiri, pemenuhan prestasinya sesuai
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dengan apa yang harus dilaksanakan oleh debitur

apabila hal ini mungkin, maka atas piutang

tersebut dapat dilaksanakan eksekusi riil.

Jika kreditur tidak dapat melaksanakan
eksekusi riil, baginya masih terdapat upavya hukum
lainnya seperti, ganti rugi, uang paksa pembatalan
pada persetujuan tibmal balik. Dalam hal apa saja
dapat dilaksanakan eksekusi riil?

Untuk menjawab pertanyaan di atas; kita harus
mengingatkan dengan pembagian perikatan ke dalam
perikatan untuk berbuat, tidak berbuat dan
memberi. (R. Setiwan, 1987,8).

1. Pada perikatan untuk berbuat sesuatu yang pres-—
tasi bertalian dengén debitur atau jika
prestasinya hampa dapat dilaksanakan eksekusi
riil. Contoh: Jika mengadakan persekutuan
dengan seorang pelukis atau penyanyi dan ia
menolak untuk melukis atau menyanyi, kreditur
tidak dapat memaksa debitur untuk memenuhi
presta-sinya. Akan tetapi, jika prestasinya
terlepas dari pribadi debitur misalnya,
menebang pohon, mendirikan bangunan, maka dalam
hal ini debitur menolak memenuhi prestasinya,
undang—-undang dalam pasal 1241 memberikan
wewenang kepada kreditur, menyuruh pihak ketiga

untuk menger-jakan pekerjaan tersebut dengan



biaya vyang dibebankan kepada debitur. Jadi
dalam hal ini dapat dilakukan eksekusi riil.
Dalam perikatan untuk tidak berbuat memungkin-
kan dilakukannya eksekusi riil. Pasal 1240
mengatur tentang kemungkinan tersebut, yaitu
bahwa jika debitur telah berjanji untuk tidak
mendirikan suatu bangunan dan kemudian ternyata
tidak perjanjiannya, maka kreditur dapat
meminta kepada hakim untuk diberikan wewenang
meniadakan atau membongkar bangunan tersebut
dengan biaya yvang dibebankan kepada debitur.
Adakalanya terhadap perikatan untuk tidak
berbuat tidak dapat dilakukan eksekusi riil,
misalnya, untuk tidak membunyikan piano pada
waktu-waktu tertentu, walaupun demikian pada
kreditur masih terdapat upaya hukum lain, yvaitu
menuntut ganti rugi atau uang paksa. un tuk
setiap kali debitur melakukan pelanggaran.

Fada perikatan untuk memberi undang-undang

hanya menentukan beberapa kemungkinan untuk

terjadinya eksekusi riil, yaitu dalam hal:

a. Prestasinya berupa memberi uang, kreditur
dapat menjual di muka umum barang-barang
debitur dan mengambil pelunasan dari hasil
tersebut.

b. Debitur berkewajiban untuk memberikan hi-



potik yang diatur dalam pasal 1171 B.W.

c. Fembelian kapal vang telah dibukukan, penye-—
rahannya dapat dipaksakan. Pembeli sebuah
kapal dapat meminta putusan hakim agar
penjual menyerahkan kapalnya. Jika penjual
tidak melaksanakannya, maka pembeli sendiri
dapat | mengusahakan pemilikannya dengan
mendaftarkan putusan hakim tersebut dalam
register kapal. (R. Setiawan, 1987, 9).

Adapun parate eksekusi yang dibahas dalam

skripsi ini adalah eksekusi riil di mana prestasinya
berupa memberi wang, kreditur dapat menjual di muka umum
barang-barang debitur dan mengambil pelunasan dari hasil

penjualan.

PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PRAKTEK

Menurut ketentuan Undang-Undang Hipotik dan Credit
Verband itu mengandung hak untuk melaksanakan pemenuhan
piutangnya terhadap benda jaminan manakala piutang sudah
dapat ditagih (oplistoar) dan debitur ternyata
wanprestasi. Kreditur mempunyai kewenangan untuk
melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda vyang
menjadi jaminan tanpa perantara hakim. Wewenang vang
demikian itu timbul karena adanya dua kemungkinan.
1. Karena Gresse Akte Hipotik/Crediet Verband mempunyai

kekuatan eksekusi utarial. Jadi dapat dilakukan
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Eksekusi secara langsung terhadap bendanya dengan
jalan benda jaminan itu dijual di muka umum dan
hasilnya diperhitungkan untuk pelaksanaan piutangnya.

2. kKarena adanya janji untuk menjual atas kekuasaan
sendiri, berarti di sini kreditur dapat menjual benda
jaminan itu di muka umum atas dasar parate eksekusi.
Janji untuk menjual atas kekuasaannya sendiri
demikian yvang tercantum dalam akte; jika didaftarkan
dalam register umum mepunyai sifat hak kebendaan.
ternyata dalam prakteknya bahwa eksekusi secara
langsung oleh bank terhadap benda jaminan jarang
sekali terjadi.

Jika debi tur wanprestasi setglah mendapat
peringatan beberapa kali tetap tidak memenuhi, maka bank
tidak melakukan eksekusi sendiri, melainkan minta campur
tangan pengadilan. Meskipun Gosse Akte Hipotik mempunyai
kekuatan eksekutarial dan janji untuk menjual merupakan
parate eksekusi.

Hendaknya kewenangan dari kreditur untuk melaksa-
nakan eksekusi secara langsung dalam hal debitur
wanprestasi benar-benar ditegakkan dalam batas waktu
yang dimungkinkan oleh undang-undang, atau sebelum
meminta campur tangan pengadilan. Hal demikian adalah
demi kepentingan' debitur agar tidak membayar biaya
terlalu banyak dan memakan waktu yang lama. Grosse Akte

Hipotik hendaknya dapat dilaksanakan secara langsung dan



kreditur pemegang grosse benar—-benar dapat melaksanakan-
nya. Dalam keadaan demikian hekdaknya prosedur via
eksekusi dan prosedur lelang dapat berjalan secara
lancar.

Di samping itu dengan adanya ketentuan UU No. 49
tahun 1960 yang memberikan preferensi kepada piutang-
piutang negara termasuk piutang bank-bank pemerintah
vang dipersamakan dengan piutang pajak, maka kedudukan
kreditur pemegang hak jaminan baik berupa hipotik,
Crediet Verband dan lain-lain menjadi terdesak. 0Oleh
karena itu perlu adanya ketentuan yang menjamin bahwa
dalam pelaksanaan hak reperensi dari piutang-piutang
negara tersebut kepentingan kreditur pemegang hak
jaminan itu mendapat perhatian dalam rangka pengenyaman
vyang diharapkan dari pemerintah, lLarena berdasarkan
keputusan Mahkama Agung, Undang—-Undang No. 49 tahun
1960 tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang
pokok kekuasaan kehakiman.

Dihubungkan dengan masalah penjualan umum terdapat
ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian
penjaminan berdasarkan ketentuan yang ada harus melalui
penjualan umum atau pelelangan umum. (Ny. Sri Soedewi
Masjchun Sofyan, 1980, 35).

Barang-barang tidak bergeralk tereksekusi yang akan
dijual dengan perantara kantor lelang negara pada

umumny a disita lebih dabulu juga terhadap barang



bergerak sama saja bhalnya atau sebelumnya telah
diletakkan di bawah sita jaminan.

Sebelum meninjau pelaksanaan eksekusi sedikit
banyak perlu diketahui persiapan—-persiapan lelang baik
yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri maupun
kantor Lelang Negara (KLN) untuk barang vang nilainya
lebih dari Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Barang itu dijual dengan janji yang biasa diharap-
kan kepada halayak ramai dan kepada orang yang tawaran-—
nya tertinggi tidak perlu semua barang dilelang
sekaligus bergantung kepada hasil penjualan. Dan dalam
hal ini tereksekusi berhak untuk menunjukkan barang
sitaan mana yang lebih dahulu akan dilelang. Jarang dan

barangkali hampir tidak pernah terjadi kesempatan

seperti itu dipergunakan, karena tereksekusi pada
umumnya bersikap acuh tak acuh lagi dan secara

psikologis telah kalah lebih dahulu. (Djazuli Bachar,
1995, 97).

Ternyata prosedur penjualan umum ini tidak dapat
berjalan dengan lancar dan banyak menimbulkan kerugian-
kerugian baik bagi si kreditur terlebih-lebih si
debitur. VYaitu karena adanya biaya penjualan umum yang
cukup tinggi dan dapat memberatkan bagi pihak debitur
maupun kreditur. Juga terjadinya harga penjualan vang
rendah, sehingga merugikan bagi si kreditur sebagai

pihak yang akan meminta pemenuhan piutangnya dan bagi si



kreditur sebagai pihak vyang akan meminta pemenuhan
piutangnya dan bagi si debitur vang akan meminta sisa
harga penjualannya. Oleh karena itu dalam praktek sering
terjadi bahwa eksekusi itu dilakukan lewat penjualan di
bawah tangan agar memperoleh harga yang tinggi, vyaitu
berdasarkan harga tertinggi dari calon pembeli vyang
disetujui oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan bank.
dalam prakteknya sering terjadi bahwa bank menyetujui
agar si debitur menjual sendiri benda jaminan itu dengan
pengawasan dari bank dan pembavarannya dilakukan
dihadapan bank atau lewat bank. O0leh karenanya demi
kepentingan si kreditur dan debitur agar tercapai harga
penjualan vyang tinggi sebagaimana diharapkan bersama,
maka hendaknya eksekusi dengan pehjualan di bawah tangan
ini dimungkinkan.  (Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,
1980, 35).
a. Dasar Kewenangan Menjual

Sebagai vyang disebutkan dalam pasal 1178 ayat 2,
dasar kewenangan kreditur untuk menjual adalah kuasa
dari pembeli hipotik kepada penerima atau pembeli
hipotik. GSeperti sudah disebutkan di atas diberikan
dalam bentuk mutlak. Sebab kalau tidak, maka kuasa
seperti itu dengan mudah dapat dimentahkan oleh pemberi
kuasa dengan menariknya kembali. (Vide pasal 1813 K.U.H.
Perdata). ‘

Demikianlah kurang lebih pendirian pengadilan yang



dengan mendasarkan kepada kata "memberikan kuasa mutlak"
(Onherroepelijkzal Ziin Gemach Tiga), telah mengajarkan
teori mandat. Dengan demikian, menurut pengadilan di
sini ada perjanjian lastgering (pemberian perintah
dengan kuasa) antara pemilik dengan pemegang hipotik.
Juga di antara para sarjana ada yvang berpendirian
bahwa pemegang hipotik pertama kreditur bertindak
sebagai kuasa penjual, sedang debitur pemberi hipotik
dan pembeli lelang itu akan memperoleh haknya atas
barang yang dibelinya dari pemegang hipotik sebagai
kuasa penjual. Ada Jjuga yang mengatakan bahwa
pelaksanaan ini bukan eksekusi, tetapi suatu pelaksanaan
pemberian kuasa (atau kuasa sendiri) dari pemilik barang
yang di hipotikkan (pemberi hipotik) berdasarkan %pasal
1178 ayat 2 jis pasal 1792, pasal 1338 dan pasal 1211
KUH Perdata.
b. Hak dan Kewajiban Kreditur Atas Uang Hasil Fenjualan
Sekalipun pasal 1178 ayat 2 dan pasal 512 Rv hanya
mengatakan apa yang harus dilakukan kreditur pemegang
hipotik atas sisa uwang hasil penjualan, tetapi dari
ketentuan—-ketentuan tersebut orang menafsirkan bahwa
dari hasil penjualan itu kreditur berhak untuk
menggunakannya untuk melunasi dirinya sendiri (tagihan
kreditur). Kecuali kalau ada kreditur lain yang
terdaftar, vyang berhak 1lebih tinggi dari kreditur

pemegang hipotik (pasal 1134 ayat 2). Apabila ada
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terdaftar kreditur 1lain, tetapi kedudukannya lebih
tinggi, maka sisa uang penjualan itu harus diserahkan
kepada pengadilan (pasal 3512) dan dalam waktu 4 hari,
pemberitahuan mengenai hal itu kepada kreditur lain. Ini
kalau kebetulan juga ada kreditur lain yang terdaftar.
Bagaimana kalau tidak ada kreditur terdaftar yang 1lain?
Sebetulnya tidak ada ketentuan vyang secara tegas

mengatur hal itu, namun kiranya logis dan patut kalau

sisa wuwang itu diserahkan pada pemiliknya (pembeli
hipotik).
Jadi kalau penjualan itu dilakukan sehubungan

dengan pembeli hipotik telah terjadi pailit, uang hasil
penjualan itu setelah dipotong dengan tagihan kreditur,
harus diserahkan dan dipertanggung jawabkan kepada
Curatrice kepailitan, vaitu Balai Harta Peninggalan.
Dalam hal boedel kepailitan itu ada kreditur vyang
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur yang
melaksanakan eksekusi, maka atas permintaan dari
Curatrice, seluruh hasil penjualan harus diserahkan
kepadanya.
Upaya Mengatasi Kredit Macet

Untuk mengatasi kredit yang tidak bisa terbayar
tentunya bermacam—-macam jalan yang digunakan kreditur
maupun debitur, namun hal ini kita fokuskan pada:
1. Dampak kredit macet

2. Cara mengatasi kredit macet
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1. Dampak kredit macet

kKredit perbankan merupakan salah satu pendukung
dunia usaha yang pada gilirannya memberikan peranan
dalam pembangunan di Indonesia. Besarnya kredit macet
mempengaruhi tingginya suku bunga yang pada gili-
rannya mempengaruhi debitur untuk mengembalikan
pinjamannya, bahkan mempengaruhi penyaluran kreditnya
lebih lanjut tidaklah mengherankan jika orang serius
mencari jalan keluar masalah ini, sampai-sampai orang
teringat akan lembaga sandera (gijzeling), vyang oleh
Mahkama Agung tidak dibenarkan lagi untuk diterapkan,
karena dianggap membawa akibat yang bisa bertentangan
dengan perikemanusiaan. Hal vyang ﬁaling tidak sedap
kedengarannya adalah ada yang mensinyalir adanya Bank
vang menggunakan tukang pukul sebagai penagih. Ada
pula yang mengatakan bahwa sekarang ini ada kreditur
penagih piutangnya melalui tukang tagih paksa
(mencari "baching" oknum yang tidak berwenang vyang
menakut—nakuti).
2. Cara Mengatasi Kredit Macet

Sehubungan dengan banyaknya kredit yang macet,
maka kita mendengar dan membaca banyak usul untuk
mengatasinya. Ada di antara mereka yang mencoba
mengambil jalan lain yang baru, yvang selama ini belum

kita dengar penggunaannya, seperti untuk meminta jasa



Debet Colllector atau pihak kejaksaan. Ada pula vang
berpendapat bahwa saran hukum yang sudah ada
sebenarnya sudah cukup asal dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Bagi mereka yang berpendapat seperti vyang
terakhir inf, maka dalam penulisan skripsi ini
penulis menggunakan jalan keluar dengan merealisir
kembali parate eksekusi yang memang dibenarkan oleh
ketentuan undang-undang dan waktu yang lampau memang
bisa berjalan. (J. Satrio, 1993, 72).

Sudah dikatakan di depan bahwa semua penjualan
di depan umum (lelang) harus dilakukan dihadapan juru
lelang (pasal la peraturan lelang/Vendu Regléments,
1908, 183) dan juru lelang dilarang untuk ﬁénolak
permohonan penjualan lelang (pasal 7 pefaturan
lelang). Sehingéa kalau Juru lelang menolak
permintaan kreditur, pemegang hipotik vyang pertama
untuk melaksanakan lelang berdasarkan hak parate
eksekusinya, maka juru lelang dapat dituntut atas
dasar melakukan Anrechtmotige Duad, dengan segala
konsekwensinya. Dengan cara demikian kreditur memaksa
pengadilan untuk mengambil sikapnya tentang parate

eksekusi.



